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ABSTRAK

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

anak dan hak-haknya agar

dapat hidup,

tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Terkait dengan
hal tersebut, dalam menyelesaikan perkara pidana anak, maka dalam Undang-
undang Peradilan Pidana Anak (UUPPA) menegaskan bahwa harus digunakan
konsep Restorativ Justice atau Diversi, yaitu pengalihan atau pemindahan dari
proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, yakni melalui
musyawarah atau mediasi. Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah
untuk menghindari anak dari penahanan, menghindari cap/label anak sebagai
penjahat, mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, agar
anak bertanggung jawab atas perbuatannya, melakukan intervensi-intervensi
yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal.
Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan,dan menjauhkan anak
dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Pelaksanaan atau penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak
dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di
pengadilan negeri. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan
melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan
pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Hasil
kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain; perdamaian dengan atau
tanpa ganti kerugian, pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi
medis dan psikososial, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di
lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan
masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Pidana Anak, Diversi

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak
terpisahkan dari keberlangsungan hidup

manusia dan keberlangsungan sebuah

bangsa dan negara. Dalam konstitusi

Indonesia, anak memiliki peran strategis
yang secara tegas dinyatakan bahwa negara

menjamin  hak  setiap anak atas
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kelangsungan  hidup, tumbuh, dan
berkembang serta atas pelindungan dari
kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena
itu, kepentingan terbaik bagi anak patut
dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi

kelangsungan hidup umat manusia.'

'Arief Gosita, Masalah Perlindungan Anak,
Akademia Pressindo, Jakarta, 1989, h. 248.
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Setiap anak mempunyai harkat dan
martabat yang patut dijunjung tinggi dan
setiap anak  yang  terlahir  harus
mendapatkan  hak-haknya tanpa anak
tersebut meminta. Hal tersebut sesuai
dengan ketentuan Konvensi Hak Anak
(Convention on the Rights of the Child)
yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia
melalui Keputusan Presiden Nomor 36
Tahun 1990, kemudian juga dituangkan
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1979 tentang Kesejahteraan Anak dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang  Perlindungan =~ Anak  yang
kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip
umum perlindungan anak, yaitu non
diskriminasi, kepentingan terbaik bagi
anak, kelangsungan hidup dan tumbuh

kembang, dan menghargai partisipasi anak.”

Menurut Andi Djawiyah, dalam
laporannya “International Course yang ke-
64”, Perlindungan terhadap anak sebagai
pelaku tindak pidana di dalam suatu
peradilan meliputi : *

1. Pemeriksaan pendahuluan

2. Pemeriksaan oleh Pengadilan

3. Cara pengambilan keputusan

4. Cara menjalankan keputusan

5. Cara melaksanakan kelanjutannya

Perlindungan tersebut hendaknya
bertolak dari hak-hak dan kewajiban anak.

2Wagiati Sutejdo, Hukum Pidana Anak,
Refika aditama ; Bandung 2006, h.5

*Nandang sambas, Peradilan Pidana anak
di  Indonesia dan  Instrumen  Internasional
Perlindungan anak Serta Penerapannya, Graha
Ilmu,Yogyakarta, 2013, h. 13.

Maksud dari perlindungan anak tersebut
dapat di lihat Pasal 1 angka (1 a) Undang-
Undang No. 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak yang berbunyi

”Kesejahteraan anak adalah suatu tata
kehidupan dan penghidupan anak yang
dapat menjamin  pertumbuhan  dan
perkembangannya dengan wajar, baik
secara rohani, jasmani maupun sosial”. dan
dalam Pasal 1 angka (8) berbunyi ”Anak
yang mengalami masalah kelakuan adalah
anak yang menunjukkan tingkah laku
menyimpang dari norma-norma
masyarakat”. Sedangkan perlindungan anak
menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang- Undang
No. 23 Tahun 2002, sebagai berikut :
“Perlindungan anak adalah segala kegiatan
untuk menjamin dan melindungi anak dan
hak-haknya agar dapat hidup, tumbubh,
berkembang, dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan catatan dari Komisi
Nasional Perlindungan Anak (KPA) tahun
2011 sebagaimana yang dilansir pada
tanggal 19 Januari 2012, sepanjang tahun
2011 KPA menerima 1.851 pengaduan
anak yang berhadapan dengan hukum yang
diajukan ke Pengadilan di seluruh
Indonesia. 52% dari angka tersebut adalah
kasus pencurian, diikuti dengan kekerasan,
perkosaan, narkoba dan penganiayaan.
Sekitar 89,8% berakhir pada pemidanaan

atau diputus pidana.

Terkait  dengan  itu,  dalam

mengakomodir prinsip-prinsip
perlindungan anak terutama prinsip non
diskriminasi yang mengutamakan
kepentingan terbaik bagi anak dan hak

untuk hidup, kelangsungan hidup dan
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perkem-bangan  anak,

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

Undang-Undang

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(selanjutnya  disingkat UU  SPPA)
merupakan pergantian terhadap Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak yang mulai berlaku pada
bulan juli 2014, telah mengatur secara tegas
mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi
yang dimaksudkan untuk menghindari dan
menjauhkan anak dari proses peradilan
sehingga dapat menghindari  stigma
terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum dan si anak dapat kembali ke dalam
lingkungan sosial secara wajar.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU

SPPA disebutkan Keadilan

bahwa
Restoratif adalah penyelesaian perkara
tindak pidana dengan melibatkan pelaku,
korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak
lain yang terkait untuk bersama-sama
mencari penyelesaian yang adil dengan
menekankan pemulihan kembali pada
keadaan semula, dan bukan pembalasan.’
Sedangkan terkait kasus tindak pidana anak
yang masuk ke Pengadilan Negeri
Mataram, dari sekian banyak kasus, ada
beberapa kasus yang sudah berhasil di

diversi atau dilakukan diversi.

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1)
disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana
Anak wajib mengutamakan pendekatan

Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif

“Lihat Undang-undang No.11 tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 6.

yang dimaksud dalam UU SPPA adalah
kewajiban melaksanakan Diversi. Dalam
pasal 7 UU SPPA disebutkan bahwa: Ayat
(1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan,
Anak di

dan pemeriksaan  perkara

pengadilan negeri wajib  diupayakan

diversi”. Ayat (2) “Diversi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam

hal tindak pidana yang dilakukan :’

1. Diancam dengan pidana penjara di
bawah 7 (tujuh) tahun; dan

2. Bukan merupakan pengulangan tindak

pidana”.

Dalam tulisan ini akan dibahas
mengenai konsep Diversi serta penerapan
atau pelaksanaannya dalam sistem peradilan
pidana berdasarkan Undang-undang Sistem

Peradilan Pidana Anak (UUPA).
PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Anak Pelaku
Tindak Pidana
undang No. 11 tahun 2012 Tentang

dalam Undang-

Sistem Peradilan Anak

Perlindungan berarti tempat
berlindung, dari segala perbuatan dan
sebagainya.6 Perlindungan  adalah
pemberian jaminan atas keamanan,
ketentraman, kesejahteraan dan
kedamaian dari pelindung atas segala

bahaya yang mengancam pihak yang

*Lihat Undang-undang No.11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana anak, pasal 5 dan
7.

SKamus  Besar  Bahasa  Indonesia,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai
Pustaka, Jakarta 1989.
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dilindungi. Perlindungan hukum adalah
hal perbuatan melindungi menurut
hukum. Hukum di sini  dapat
difungsikan tidak hanya mewujudkan
kepastian,  tetapi  juga  jaminan
perlindungan dan keseimbangan yang
sifatnya tidak sekedar adaftif dan
fleksibbel, tetapi juga prediktif dan

antisipatif.’

Adapun yang dimaksud dengan
hukum yang berlaku dalam hal ini
adalah hukum sebagau suatu sistem,
yang menurut Friedman, dalam
operasinya memiliki 3 (tiga) komponen
yang saling berintraksi, yaitu pertama,
substansi (substance), kedua
(structure), ketiga, kultur (culture).
Berdasarkan konsep hukum yang
berlaku sebagai suatu sistem, maka
konsep perlindungan hukum bagi anak
dalam hal ini adalah perlindungan
hukum yang dilakukan secara sistemik,
yang meliputi:”®
a. Substansi hukum, yaitu nilai-nilai,

asas-asas dan norma-norma dalam
peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan sifatnya melindungi

hak-hak anak yang disangka sebagai
pelaku tindak pidana;

"Lili Rasyidi dan I. B. Wyasa Putra, Hukum

Sebagai  Suatu  Sistem, Remaja Rosdakarya,
Bandung, 1993, h. 123.

*Lawrence M. Frieman, The Legal Sytem ;

A Social Science Perspektif, Russel Sage
Foundation, New York, 1975, h. 14

Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem

Peradilan  Pidana Anak, Laksbang Grafika,
Yogyakarta, 201, h. 15
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b. Struktur hukum, yaitu struktur
kelembagaan hukum yang langsung
menangani anak yang disangka

sebagai pelaku tindak pidana (dalam

hal ini  kepolisian, kejaksaan,
lembaga bantuan hukum dan
pengadilan).

c. Kultur hukum, yaitu ide, pandangan
dan sikap yang berfungsi sebagai
“social force” atau tekanan (kontrol)
masyarakat sebagai basis bekerjanya
peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang dapat mendukung
upaya struktur kelembagaan hukum
melindungi hak-hak anak yang
disangka sebagai pelaku tindak

pidana.

Konsep perlindungan secara
sistematik ~ sebagaimana di  atas
memiliki relevansi dengan konsep
perlindungan anak seperti yang diatur
dalam Undang-undang No. 3 Tahun
1997 Tentang Pengadilan Anak,
Undang-undang No. 23 Tahun 2003
Tentang Perlindungan Anak, Undang-
undang No. 4 Tahun 1979 Tentang
Kesejahteraan Anak dan Undang-
undang No. 11 Tahun 2012 Tentang
Sitem Peradilan Pidana Anak. Dalam
penjelasan Undang-undang No. 11
Tahun 2012 Pasal 2 huruf a
menyatakan bahwa perlindungan anak
meliputi  kegiatan  yang  bersifat
langsung dan tidak langsung dari

tindakan yang membahayakan anak
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secara  fisik dan atau  psikis.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat

dipahami bahwa perlindungan hukum

b. Hak-hak Anak dalam proses

peradilan pidana: '

1)

1

Diperlakukan secara manusiawi

anak adalah hal perbuatan melindungi dengan memperhatikan  ke-
anak yang lemah dan belum kuat secara butuhan sesuai dengan
fisik, mental, sosial ekonomi dan umurnya;

politik untuk memperoleh keadilan 2) Dipisahkan dari orang dewasa;

sosial yang sifatnya tidak sekedar 3) Memperoleh bantuan hukum
adaptif dan fleksibel melainkan juga dan bantuan lain secara efektif;

prediktif dan antisipatif berdasarkan 4) Melakukan  kegiatan  rek-
hukum yang berlaku. reasional;

Perlindungan hukum tehadap 5) Bebas dari penyiksaan,
anak pelaku tindak pidana, dalam penghukuman atau perlakuan
undang-undang no 11 tahun 2012 lain  yang  kejam, tidak
tentang peradilan anak, yakni: manusiawi, serta merendahkan
a. Pelaksanaan peradilan pidana anak derajat dan martabatnya;

dilaksanakan berdasarkan asas:'° 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau
1) pelindungan; pidana seumur hidup;
2) keadilan; 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau
3) nondiskriminasi; dipenjara,  kecuali  sebagai
4) kepentingan terbaik bagi Anak; upaya terakhir dan dalam waktu
5) penghargaan terhadap pendapat yang paling singkat;
Anak; 8) Memperoleh keadilan di muka
6) kelangsungan hidup dan pengadilan Anak yang objektif,
tumbuh kembang Anak; tidak memihak, dan dalam
7) pembinaan dan pembimbingan sidang yang tertutup untuk

Anak; umum,;

8) proporsional; 9) Tidak dipublikasikan identitas-

9) perampasan kemerdekaan dan
pemidanaan  sebagai  upaya
terakhir; dan

10) penghindaran pembalasan.

"Lihat pasal 2 Undang-undang Nomor 11

10) Memperoleh

nya;
pendampingan
orang tua/Wali dan orang yang

dipercaya oleh Anak;

11) Memperoleh advokasi sosial;

12) Memperoleh kehidupan pribadi;

tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak

(UUPPA) 'L ihat Pasal 3 UUPPA
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13) Memperoleh aksesibilitas,
terutama bagi anak cacat;
14) Memperoleh pendidikan;
15) Memperoleh pelayananan
kesehatan; dan
16) Memperoleh hak lain sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
c. Hak-hak anak yang sedang
menjalani pidana, yaitu:'?
1) mendapat pengurangan masa
pidana;
2) memperoleh asimilasi;
3) memperoleh cuti mengunjungi
keluarga;
4) memperoleh pembebasan ber-
syarat;
5) memperoleh cuti menjelang
bebas;
6) memperoleh cuti bersyarat; dan
7) memperoleh hak lain sesuai

dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Konsep Diversi

Persoalan pelaku tindak pidana
anak, bukan hanya persoalan di
Indonesia, tepai merupakan masalah
dunia. Dalam kehidupan masyarakat
diberbagai penjuru dunia, terdapat
perilaku  anak  yang  dianggap
menyimpang oleh masyarakat. Terkait
dengan hal tersebut UNICEF (United
Nations  Children Fund) menge-

"I ihat pasal 4 UUPA

mbangkan konsep Restorative Justice
guna menyelesaikan perkara pidana
anak dengan tujuan untuk melindungi

anak khususnya pelaku tindak pidana.

Konsep Restorative Justice atau
keadilan pemulihan dari UNICEF
didasarkan pada instrument-instrumen
Hukum Internasional bagi anak yang
mempunyai masalah hokum, yaitu:

a. Resolusi Majelis Umum PBB 40/30,
tanggal 29 Novemver 1985,
mengenai “United Nations Standard
Minimum Rules for the
Administration of Juvenile Justice
(The Beijing Rules)”.

b. Resolusi Majelis Umum PBB 44/25,
tanggal 20 November 1989,
mengenai  “Convention on The
Rights of the Child” (Konvensi Hak-
hak Anak).

c. Resolusi Majelis Umum PBB 45/
112, tanggal 14 Desember 1990
mengenai “United nations
Guidelines for the Prevention of
Juvenile Deliquncy (The Riyadh
Guidelines”).

d. Resolusi Majelis Umum PBB
45/113, tanggal 14 Desember 1990,
mengenai United Nations Rules for
The Protection of Juvenile The
Prived of Their Liberty.”

Restorative Justice menurut

Tony Marshall, seperti yang dikutip
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Apong Herlina>  merupakan suatu
proses dimana semua pihak yang
berhubungan dengan tindak pidana
tertennt  bersamaama memecahkan
masalah dan bagaimana menangani
akaibat di masa mendatang atau
implikasinya pada masa yang akan

datang.

Konsep Restorative Justice dari
UNICEF  menitikberatkan ~ kepada
keadilan yang dapat memulihkan, yaitu
memulihkan bagi pelaku tinndak
pidana anak, korban, masyarakat yang
terganggu akibat adanya tindak pidana
tersebut. Proses pemulihan menurut
konsep Restorative Justice adalah
melalui Diversi. Yaitu pengalihan atau
pemindahan dari proses peradilan ke
dalam proses alternatif penyelesaian
perkara, yakni melalui musyawarah

atau mediasi.

Diversi ini menganut prinsip
perlindungan anak yang
mengedepankan  prinsip the best
interest of child yang  Dberarti
pendekatan kesejaahteraan. Inilah dasar
filosofi yang kemudian digunakan
dalam penanganan perkara anak yang
berhadapan dengan hokum yang
tertuang dalam undang-undaang pidana
anak tahun nomor 11 tahun 2012.

Yayasan Pemantau Anak (Children

“Apong Herlina, Restorative Justice,

makalah pada Diskusi Publik, LPA Jawa Barat-
UNICEF : Bandung, 2003.

Human Right Foundation)
mengungkapkan bahwa pada
prinsipnya, pendekatan the best intrest
of child, di dasari 3 (tiga) faktor,
yaitu:'*

a. Anak diasumsikan belum
mempunyai legal capacity untuk
melakukan tindak pidana mengingat
kondisi dan sifatnya yang masih
tergantung pada orang dewasa,
tingkat usia perkembangan fisik,
mental, moral dan spiritualnya
belum matang.

b. Anak-anak dianggap belum
mengerti secara sungguh-sungguh
atas kesalahan yang mereka perbuat
sehingga sudah sepantasnya diberi
pengurangan hukuman serta
pembedaan pemberian hukuman
bagi anak-anak dengan orang
dewasa atau bahkan dialihkan ke
jalur non yuridis.

c. Bila dibandingkan dengan orang
dewasa, anak-anak diyakini lebih
mdah dibina dan disadarkan.

Kata diversi berasal dari bahasa
inggris  Diversion  yang  berarti
“Pengalihan”. Berdasarkan Pedoman
Umum Bahasa Indonesia Yang
Disempurnakan dan Pedoman Umum
Pembentu-kan  Istilah, disesuaikan
dalam bahasa Indonesia menjadi

Diversi.

“ Abintoro , Pembaruan......,h. 11-12
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Menurut Romli Artasas-mita,
Diversi yaitu kemungkinan hakim
menghenti-kan atau mengalihkan/tidak
meneruskan pemeriksaan perkara dan
pemeriksaan terhadap anak selama

proses pemeriksaan dimuka sidang."

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-
undang Sistem Peradilan Pidana Anak
(UU SPPA) disebutkan Diversi adalah
pengalihan penyelesaian perkara Anak
dari proses peradilan pidana ke proses
di luar peradilan pidana. UU SPPA
telah mengatur tentang Diversi yang
berfungsi agar anak yang berhadapan
dengan hukum tidak terstigmatisasi
akibat proses peradilan yang harus
dijalaninya. Penggunaan mekanisme
diversi tersebut diberikan kepada para
penegak hukum (polisi, jaksa, hakim,
lembaga lainnya) dalam menangani
pelanggar-pelanggar  hukum  yang
melibatkan anak tanpa menggunakan
pengadilan formal. Penerapan Diversi
tersebut dimaksudkan untuk
mengurangi dampak negatif
keterlibatan anak dalam suatu proses
peradilan.

Diversi adalah sebuah tindakan
atau perlakuan untuk mengalihkan atau
menempatkan pelaku tindak pidana

anak keluar dari sistem peradilan

Setya Wahyudi . Implementasi Ide Diversi

: Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak
di Indonesia, Genta Publishing : Yogyakarta, 2010,

h. 50
80

pidana.'® Undang-Undang No. 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak telah mengatur tentang
diversi yang berfungsi agar anak yang
berhadapan dengan hukum tidak
terstigmatisasi akibat proses peradilan
yang harus dijalani-nya. Hal ini sesuai
dengan yang tercantum dalam Resolusi
PBB tentang UN Standard Minimum
Rules for the Administration of

Juvenile Justice, (Beijing Rule) Rule
11:"

“Diversion, involving removal
from criminal justice processing, and
frequently redirection to community
support  services, is  commonly
practiced on a formal and informal
basis in many legal system. This
practice serves to hinder the negative
effects of subsequent proceedings in
juvenile justice administration (for
example the stigma of conviction and
sentence). In many cases, non
intervention would be the best
response. This diversion at the out set
and without referral to alternative
(social) services may be the optimal
response. This is especially the case
where the offence is of a non-serious
nature and where the family, the school
or other informal social control
institutions have already reacted, or
are likely to react, in an appropriate
and constructive manner”.

Konsep Diversi pertama kali

dikemukakan sebagai kosa kata pada

16Marlina, Peradilan Pidana Anak di
Indonesia, Refika Aditama : Bandung, 2012, h. 161.

"Hadisuprapto, Paulus. 2006. Pidato
Pengukuhan Guru Besar, Peradilan Restoratif :
Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang.
Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Dalam Lushiana Primasari, Keadilan Restoratif Dan
Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan
Dengan Hukum.
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laporan  peradilan anak yang
disampakan Presiden Komisi Pidana
(president’s ~ crime  commissionis)
Australia di Amerika Serikat pada
tahun 1960. Awalnya konsep diversi
telah ada sebelum tahun 1960 ditandai
berdirinya peradilan anak (children’s
court) sebelum abad ke-19 yaitu diversi
dari sistem peradilan pidana formal dan
formalisasi polisi untuk melakukan
peringatan (police cautioning).
Prakteknya telah berjalan di Negara
bagian Victoria Australia pada tahun
1959 diikuti oleh negara bagian
queensland pada tahun 1963.

Pelaksanaan diversi dilatar-
belakangi keinginan menghindari efek
negatif terhadap jiwa dan
perkembangan anak oleh keterlibatan-
nya  dengan sistem  peradilan
pidana.Pelaksanaan diversi oleh aparat
penegak  hukum  didasari  oleh
kewenangan aparat penegak hukum
yang disebut discretion atau dalam
bahasa Indonesia diskresi. Dengan
penerapan konsep diversi bentuk
peradilan formal yang ada selama ini
lebih mengutamakan usaha memberi-
kan perlindungan bagi anak dari
tindakan pemenjaraan. Selain itu
terlihat bahwa perlindungan anak
dengan  kebijakan  diversi  dapat
dilakukan di semua tingkat peradilan
mulai  dari  masyarakat  sebelum

terjadinya tindak pidana dengan

melakukan pencegahan. Setelah itu jika
ada anak yang melakukan pelanggaran

maka tidak perlu diproses ke polisi.

Prinsip utama  pelaksanaan
konsep diversi yaitu tindakan persuasif
atau pendekatan non penal dan
memberikan  kesempatan  kepada
seseorang untuk memperbaiki
kesalahan.'® Diversi berupaya
memberikan keadilan kepada kasus
anak yang telah terlanjur melakukan
tindak pidana sampai kepada aparat
penegak hukum sebagai pihak penegak
hukum. Kedua keadilan tersebut
dipaparkan melalui sebuah penelitian
terhadap keadaan dan situasi untuk
memperoleh sanksi atau tindakan yang
tepat (appropriate treatment) Tiga jenis
pelaksanaan program diversi yaitu :

a. Pelaksanaan kontrol secara sosial
(social control orientation), yaitu
aparat penegak hukum menyerahkan
pelaku dalam tanggung jawab
pengawasan  atau  pengamatan
masyarakat, dengan ketaatan pada
persetujuan atau peringatan yang
diberikan. Pelaku menerima
tanggung jawab atas perbuatannya
dan tidak diharapkan adanya
kesempatan kedua kali bagi pelaku

oleh masyarakat.

"http:/ doktormarlina.htm Marlina,

Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku
TindakPidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
Diakses pada Oktober 2014
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b. Pelayanan sosial oleh masyarakat
terhadap pelaku (social service
orientation), yaitu melaksanakan
fungsi untuk mengawasi,

mencampuri, memperbaiki  dan

menyediakan pelayanan pada pelaku

dan keluarganya. Masyarakat dapat

mencampuri keluarga pelaku untuk

memberikan perbaikan atau
pelayanan.

c. Menuju proses restorative justice
atau perundingan (balanced or
restorative justice orientation), yaitu
melindungi masyarakat, memberi
kesempatan pelaku bertanggung

jawab langsung pada korban dan

masyarakat dan membuat
kesepakatan bersama antara korban
pelaku dan masyarakat.

Pelaksanaannya semua pihak yang

terkait dipertemukan untuk bersama-

sama mencapai kesepakatan

tindakan pada pelaku.

Penerapan ketentuan diversi
merupakan hal yang penting untuk
dipertimbangkan,  karena  dengan
diversi hak-hak asasi anak dapat lebih
terjamin, dan menghindarkan anak dari
stigma sebagai ‘“anak nakal”, karena
tindak pidana yang diduga melibatkan
seorang anak sebagai pelaku dapat
ditangani tanpa perlu melalui proses

hukum."’

“Lushiana Primasari, Keadilan Restoratif

Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang

82

Adapun yang menjadi tujuan
upaya diversi adalah :*
a. Untuk menghindari anak dari

penahanan;

b. Untuk menghindari cap/label anak
sebagai penjahat;

c. Untuk mencegah pengulangan
tindak pidana yang dilakukan oleh
anak;

d. Agar anak bertanggung jawab atas
perbuatannya;

e. Untuk  melakukan intervensi-

intervensi yang diperlukan bagi

korban dan anak tanpa harus melalui
proses formal Menghindari anak
mengikuti proses sistem peradilan;

f. Menjauhkan anak dari pengaruh dan

implikasi  negatif dari proses
peradilan.
Selanjutnya  konsep  diversi

dapat menjadi bentuk restoratif justice

jika: *!

a. Mendorong anak untuk bertanggung
jawab atas perbuatannya;

b. Memberikan kesempatan bagi anak
untuk mengganti kesalahan yang
dilakukan dengan berbuat kebaikan
bagi si korban;

c. Memberikan kesempatan bagi si
korban untuk ikut serta dalam

proses;

Berhadapan Dengan Hukum, Internet, Hal 3.
Diakses pada Maret 2015.

1bid.
2 bid.
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d. Memberikan kesempatan bagi anak
untuk  dapat  mempertahankan
hubungan dengan keluarga;

e. Memberikan  kesempatan  bagi
rekonsiliasi  dan  penyembuhan
dalam masyarakat yang dirugikan

oleh tindak pidana.

Tujuan dari Diversi yang
disebutkan dalam pasal 6 Undang-
undang Sistim Peradilan Pidana Anak
(SPPA), yaitu :

a. Mencapai perdamaian antara korban
dan Anak;

b. Menyelesaikan perkara Anak di luar
proses peradilan;

¢. Menghindarkan Anak dari
perampasan kemerdekaan;

d. Mendorong  masyarakat  untuk
berpartisipasi; dan

e. Menanamkan rasa tanggung jawab
kepada Anak.

Pelaksanaan Diversi juga harus
dengan persetujuan anak sebagai
pelaku kejahatan, orang tua atau
walinya serta memerlukan kerja sama
dan peran masyarakat sehubungan
dengan adanya program seperti:
pengawasan, bimbingan, pemulihan,
serta ganti rugi kepada korban. Begitu
juga dengan proses Diversi wajib
memperhatikan: kepentingan korban;
kesejahteraan dan tanggung jawab
Anak; penghindaran stigma negatif;
penghindaran pembalasan;

keharmonisan masyarakat; dan

kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban

umuim.

Berdasarkan United Nations
Standard Minimum Rules for the the
Administration of Juvenile Justice (The
Beijing Rules), resolusi PBB 40/30
tangggal 29 November 1985, mengatur
tentang  memberikan  kewenangan
kepada  aparat penegak  hokum
mengambil tindakan-tindakan
kebijakan dalam menangani atau
menye-lesaikan masalah pelanggaran
anak dengan tidak mengambil jalan
formal anatara lain menghentikan atau
meneruskan proses peradilan pidana
atau mengembalikan/menyerahkan
kepada masyarakat dalam bentuk-
bentuk kegiatan pelayanan sosial

lainnya.

Tindakan-tindakan  kebijakan
ini disebut sebagai diversi (Divertion)
sebagaimana tercantum dalam Rule 11
dan 17.4 SMRIJJ/The Beijing Rules
tersebut. Tindakan diversi merupakan
suatu mekanisme yang memungkinkan
anak dialihkan dari proses peradilan
menuju  proses pelayanan  sosial
lainnya. Penerapan diversi di semua
tingkatan ini akan sangat mengurangi
dampak negatif keterlibatan anak

dalam proses peradilan tersebut.*?

ZRomli atmasasmita, Sistem Peradilan

Pidana...,h.118
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Prinsip-prinsip diversi menurut
SMRIJJ (The Beijing Rules), Rule 11

sebagai berikut:*

Diversi  dilakukan  setelah
melihat pertimbangan yang layak,
yaitu penegak hukum (polisi, jaksa,
hakim dan lembaga lainnya) diberi
kewenangan untuk menangani
pelanggar-pelanggar hukum berusia
muda tanpa menggunakan pengadilan

formal.

Kewenangan untuk menentukan

diversi  diberikan

kepada  aparat
penegak hukum seperti polisi, jaksa,
hakim serta lembaga lain yang
menangani  kasus  anak-anak ini,
menurut kebijakan mereka, sesuai
dengan kriteria yang ditentukan untuk
tujuan itu di dalam sistem hukum
masing-masing dan juga sesuai dengan
prinsip-prinsip yang terkandung di

dalam The Beijing Rules ini.

Pelaksanaan  diversi  harus
dengan persetujuan anak, atau orang
tua atau walinya, namun demikian
keputusan untuk pelaksanaan diversi
setelah ada kajian oleh pejabat yang
berwenang atas permohonan diversi
tersebut;  Pelaksanaan diversi
memerlukan kerja sama dan peran
masyarakat,

sehubungan dengan

adanya program diversi  seperti:

pengawasan; bimbingan sementara,

&4

BIbid., h. 67

pemulih-an dan ganti rugi kepada

korban.

Selanjutnya dalam Penjelasan

Rule 11 tentang Diversi, dijelaskan
sebagai berikut:

a. Diversi sebagai suatu program yang

menghilangkan

tahapan  proses

peradilan formal bagi seorang
terdakwa dan menggantinya dengan
suatu  kebijakan  berbasis pola
pelayanan sosial kemasyarakatan,
dimana  program  ini  sudah

diterapkan secara luas, baik secara

formal maupun informal diberbagai

system di banyak Negara.
b. Maksud dari penerapan  program
diversi ni adalah untuk
menghilangkan efek negatif, seperti
yang timbul dari penerapan prosedur
formil maupun administratif dalam
sistem

peradilan pidana

konvensional,  sehingga  dalam
banyak kasus bentuk kebijakan
alternatif ini dianggap efektif.

c. Sebagai langkah yang paling tepat
dan akan memberikan hasil optimal
terutama dalam kasus-kasus dimana
si pelaku melakukan tindak pidana
yang tergolong ringan atau tidak
serius dan dari pihak keluarga,
sekolah dan lingkungan

masyarkatnya sendiri turut

memberikan dukungan dan dapat
bersikap dengan sewajarnya (tidak

membesar-besarnya masalah).
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d. Diversi dapat diterapkan oleh aparat
kepolisian,  kejaksaan, = maupun
lembaga lain yang berwenang dan
terkait seperti pengadilan, tribunal,
lembaga maupun dewan
(representasi dari kelompok
masyarakat). Penerapan diversi tak
selalu dibatasi secara sempit hanya
untuk kasus-kasus sepele saja.

e. Pelaksanaan diversi harus
memperoleh persetujuan pelanggar
hukum  berusia muda  (atau
orangtuanya atau walinya) terhadap
langkah-langkah ~ diversi  yang
disarankan. Namun  demikian
persetujuan ini tidak dapat dibiarkan
tak tersanggah, karena persetujuan
itu dapat saja diberikan karena
keputusasaan belaka di pihak remaja
itu. Hal ini perlu diperhatikan untuk
mem-perkecil potensi pemaksaan
dan intimidasi pada semua tahap
proses diversi. Remaja tidak boleh

merasa tertekan.

Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem

Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak
adalah keseluruhan proses penyelesaian
perkara pidana anak yang berhadapan
dengan  hokum, mulai tahapan
penyelidikan sampai dengan tahap
pembimbingan  setelah  menjalani

pidana.

Menurut ketentuan Pasal 7 UU
SPPA, Diversi hanya dapat
dilaksanakan  kepada anak yang
diancam dengan pidana penjara di
bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan
merupakan pengulangan tindak pidana
(residive). Hal 1ini sangat perlu
diperhatikan  untuk  memperkecil
potensi pemaksaan dan intimidasi pada
semua tahap proses diversi. Seorang
anak tidak boleh merasa tertekan atau
ditekan agar menyetujui program-
program diversi. Kesepakatan Diversi
harus mendapatkan persetujuan korban
dan/atau keluarga Anak Korban serta
kesediaan Anak dan keluarganya,
kecuali untuk tindak pidana yang
berupa pelanggaran, tindak pidana
ringan, tindak pidana tanpa korban,
atau nilai kerugian korban tidak lebih
dari nilai upah minimum provinsi

setempat.

Pelaksanaan atau pen-erapan
diversi dalam sistem peradilan pidana
anak dilakukan pada tingkat
penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan perkara di pengadilan
negeri’’. Proses diversi dilakukan

melalui musyawarah® dengan melibat-

*pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang
Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun menjelaskan
bahwa pada setiap tahapan proses acara pidana,
setiap penyidik, penuntut umum dan hakim dalam
memeriksa anak wajib mengupayakan diversi.

“Pelaksanaan musyawarah Diversi pda
setiap tahapan pemeriksaan melibatkan: a.penyidik
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kan anak dan orang tua/walinya,
pembimbing  kemasyarakatan  dan
pekerja sosial profesional berdasarkan

pendekatan keadilan restorative.

Adapun tahapan pelak-sanaan
diversi®®, yaitu:
a. Tahap penyidikan.”’

Pada  tahap  penyidikan
perkara, penyidik wajib
mengupayakan  diversi  dengan
melalui musya-warah dalam waktu
paling lama 7 (tujuh) hari setelah
penyidikan dimulai. Proses diversi
dilaksanakan paling lama 30 (tiga
puluh) hari setelah dimulai diversi.
Dalam hal diversi berhasil mencapai
kesepakatan, penyidik menyampai-
kan berita acara diversi beserta
kesepakatan diversi kepada ketua
pengadilan negeri untuk dibuat
penetapan. Apabila diversi gagal,
penyidik wajib melanjutkan
penyidikan ~ dan  melimpahkan
perkara ke penuntut umum dengan

melampirkan berita acara diversi

atau penuntut umum atau hakim b. Anak dan/atau
orang tua/Walinya; c. korban atau Anak Korban
dan/atau orang tua/Walinya; d. Pembimbing
Kemasyarakatan; dan e. Pekerja Sosial Profesional.
Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang
tua/Wali, pelaksanaan musyawarah Diversi dapat
melibatkan masyarakat yang terdiri atas: a. tokoh
agama;b. guru; c. tokoh masyarakat; d. Pendamping;
dan/atau e. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum
(pasal 15 ayat ( 3 dan 4) ) PP Nomer 65 tahun 2015.
Pedoman pelaksanaannya diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan
Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
"Lihat pasal 29 UU PPA.

dan laporan penelitian

kemasyarakatan.

. Penuntutan®®

Pada tahap penu-ntutan,
penuntut umum wajib mengupaya-
kan diversi paling lama 7 (Tujuh)
hari setelah menerima berkas
perkara  dari  penyidik  dan
dilaksanakan paling lama 3 hari.
Dalam hal diversi berhasil mencapai
kesepakatan,  penuntut = umum
menyampaikan berita acara diversi
beserta kesepakatan diversi kepada
ketua pengadilan negeri untuk

dibuat penetapan.

. Persidangan

Terkait penerapannya dalam
pemeriksaan diper-sidangan diatur
dalam pasal 52 UU SPPA yang
menyebutkan:

1) Ketua pengadilan wajib
menetapkan Hakim atau majelis
hakim untuk menangani perkara
Anak paling lama 3 (tiga) hari
setelah menerima berkas perkara
dari Penuntut Umum.

2) Hakim wajib mengupayakan
Diversi paling lama 7 (tujuh) hari
setelah ditetapkan oleh ketua
pengadilan negeri sebagai
Hakim.

3) Diversi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan paling
lama 30 (tiga puluh) hari.

Lihat pasl 42 UU PPA.
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4) Proses Diversi dapat dilaksana-
kan di ruang mediasi pengadilan
negeri.

5) Dalam hal proses Diversi berhasil
mencapai  kesepakatan, Hakim
me-nyampaikan  berita  acara
Diversi  beserta kesepaka-tan
Diversi kepada ketua pengadilan
negeri untuk dibuat penetapan.

6) Dalam hal Diversi tidak berhasil
dilaksanakan, perkara dilanjutkan

ke tahap persidangan.

Penyidik, Penuntut Umum, dan
Hakim dalam melakukan Diversi harus
mempertimbangkan: kategori tindak
pidana, umur Anak, hasil penelitian
kemasyarakatan, dan dukungan

lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pada setiap tahapan
pemeriksaan pidana anak (penyidikan,
penuntutan dan persidangan), proses
Diversi dilakukan melalui musyawarah
dengan melibatkan Anak dan orang
tua/Walinya, korban atau Anak Korban
dan/atau orang tua/Walinya,
Pembimbing Kemasyarakatan, dan
Pekerja Sosial Profesional berdasarkan
pendekatan Keadilan Restoratif dengan

melibatkan  Tenaga  Kesejahteraan

Sosial dan/atau masyarakat.

Dalam hal orang tua/Wali Anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak diketahui keberadaannya atau

berhalangan hadir, musyawarah Diversi

tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh
Pembimbing Kemasyarakatan sebagai
peng-ganti dari orang tua/Wali. Namun
apabila orang tua/Wali Anak Korban
sebagaimana tidak diketahui
keberadaannya atau berhalangan hadir,
musyawarah Diversi tetap dilanjutkan
dengan dihadiri oleh Pekerja Sosial
Profesional sebagai pengganti dari

orang tua/Wali.

Adapun dalam setiap proses
Diversi  penegak  hukum  wajib
memperhatikan: »

a. Kepentingan korban;
b. Kesejahteraan dan tanggung jawab
Anak;

Penghindaran stigma negatif;

o o

Penghindaran pembalasan;

@

Keharmonisan masyarakat; dan

jar]

Kepatutan, kesusilaan, dan

ketertiban umum.
Hasil kesepakatan Diversi dapat
berbentuk, antara lain:*
a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti
kerugian,
b. Pengembalian kerugian dalam hal
ada korban,
c. Rehabilitasi medis dan psikososial,
d. Keikutsertaan dalam pendidikan
atau  pelathan di  lembaga
pendidikan atau LPKS paling lama 3

(tiga) bulan; atau

*Lihat pasal 6 PP Nomer 65 Tahun 2015.
OLihat pasal 7 ayat 4 PP Nomer 65 Tahun

2015.
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e. Pelayanan masyarakat paling lama 3

(tiga) bulan.
KESIMPULAN

Diversi merupakan terobosan baru
dalam menyelesaikan perkara pidana anak
yang dikenal dalam Undang-undang Nomor
11 tahun 2012 tentang Peradilan Pidana
Anak. Diversi adalah pengalihan perkara
pidana anak dari proses peradilan pidana ke
proses di luar peradilan pidana dengan cara
musyawarah.

Tujuan wupaya diversi adalah untuk
menghindari anak dari penahanan; untuk
menghindari  cap/label anak  sebagai
penjahat; untuk mencegah pengulangan
tindak pidana yang dilakukan oleh anak,
agar anak Dbertanggung jawab atas
perbuatannya, untuk melakukan intervensi-
intervensi yang diperlukan bagi korban dan
anak tanpa harus melalui proses formal
Menghindari anak mengikuti proses sistem
peradilan, menjauhkan anak dari pengaruh

dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Pelaksanaan atau penerapan diversi
dalam sistem peradilan pidana anak

dilakukan  pada  tingkat penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan perkara di
pengadilan negeri. Proses diversi dilakukan
melalui musyawarah dengan melibatkan
anak dan orang tua/walinya, pembimbing
kemasya-rakatan dan  pekerja  sosial

profesional berdasarkan pendekatan

keadilan restorative.

Adapun tahapan  pelaksanaan

diversi,  yaitu:  tahapan  penyidikan,
penuntutan dan persidangan. Penyidik,
Penuntut Umum, dan Hakim dalam
melakukan Diversi harus mempertimbang-
kan: kategori tindak pidana, umur Anak,
hasil  penelitian kemasyarakatan, dan

dukungan  lingkungan  keluarga dan

masyarakat.

Adapun dalam setiap proses Diversi
penegak hukum wajib memperhatikan:
Kepentingan korban, kesejahteraan dan
tanggung jawab Anak, penghindaran stigma
negative, penghindaran ~ pembalasan,
keharmonisan masyarakat; dan kepatutan,
kesusilaan, dan ketertiban umum.

Hasil kesepakatan Diversi dapat
berbentuk, antara lain:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti
kerugian,

2. Pengembalian kerugian dalam hal ada
korban,

3. Rehabilitasi medis dan psikososial,

4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau
pelatihan di lembaga pendidikan atau
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau

5. Pelayanan masyarakat paling lama 3

(tiga) bulan.
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